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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemeriksaan Intern
Pemeriksaan intern atau internal audit merupakan bagian dalam perusahaan yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan intern dapat digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja telah sesuai atau menyimpang dari yang telah ditetapkan. Karena prosedur pemeriksaan disusun dengan tujuan untuk mengadakan suatu sistem pengendalian intern maka pekerjaan pemeriksaan intern merupakan suatu tindakan untuk menilai keefektifan pengendalian intern yang lain.

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Intern
Pemeriksaan intern atau internal audit timbul karena adanya kebutuhan manajemen untuk mengetahui seberapa baik pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pada awalnya, kegiatan pemeriksaan intern hanya terbatas pada pemeriksaan kecermatan angka dan pengawasan terhadap para pelaksana dalam suatu organisasi perusahaan agar mereka bekerja dengan jujur dan teliti. Akibat perkembangan dunia usaha yang terpengaruh oleh perkembangan bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta menghadapi arus globalisasi, konsep pemeriksaan intern mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kini pemeriksaan intern merupakan suatu alat independen yang menghubungkan pimpinan perusahaan dengan setiap bidang aktivitas perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap operasi perusahaan maupun catatan finansial perusahaan. 
Menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya “Auditing Pemeriksaan Akuntansi oleh Kantor Akuntan Publik” menyatakan bahwa Pemeriksaan Intern adalah :

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.” 

(1999 : 7)
Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” menyatakan bahwa pemeriksaan intern adalah :
“Suatu proses penilaian bebas yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, dan rekomondasi dan komentar-komentar yang penting terhadap kegunaan manajemen.”
 (2002 : 211)

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan intern merupakan aktivitas pelayanan kepada manajemen dan pimpinan perusahaan yang meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap operasi pada seluruh tingkat organisasi perusahaan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan intern merupakan aktivitas pemeriksaan dan penilaian yang independen yang dilaksanakan secara bebas dan berkesinambungan. Karena pemeriksaan intern berkedudukan sebagai penilai yang bebas, terpisah dari bagian-bagian yang lain dalam perusahaan serta bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan.  
2.1.2 Pentingnya Pemeriksaan Intern 

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan biasanya membawa dampak kepada hubungan atau jarak antara pimpinan dengan staf perusahaan, sehingga tidak jarang pimpinan tidak dapat mengikuti dan mengawasi langsung kegiatan perusahaan secara keseluruhan dengan semestinya. Tidak jarang pula, terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan sehingga merugikan perusahaan. Pemeriksaan intern atau internal audit timbul karena adanya kebutuhan manajemen untuk mengetahui seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan.
Pada awalnya kegiatan pemeriksaan intern hanya terbatas pada pemeriksaan kecermatan angka dan pengawasan terhadap para pelaksana  dalam suatu organisasi perusahaan agar bekerja dengan jujur. Akibat perkembangan dunia usaha yang terpengaruh oleh perkembangan dibidang ekonomi, politik sosial budaya dan menghadapi arus globalisasi, konsep pemeriksaanpun mengalami perubahan dan pertumbuhan. Kini pemeriksaan intern merupakan suatu alat independen yang menghubungkan pimpinan perusahaan dengan setiap bidang aktivitas perusahaan, sehingga pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap operasi perusahaan maupun catatan finansial perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya pemeriksaan intern tumbuh dan berfungsi dalam pengendalian manajemen.

Setelah mengalami proses tersebut di atas, aktivitas pemeriksaan intern menjadi pendukung utama demi tercapainya tujuan pengendalian dalam suatu perusahaan.
Pemeriksaan intern menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya “Auditing” adalah sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh perusahaan independen, terhadap laporan keuangan yang telah di susun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bikti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. 









          (1999:1)
Sedangkan menurut Fauzi dalam bukunya “Pedoman dan Prosedur Pemeriksaan Intern” menyatakan bahwa Pemeriksaan intern adalah :
“Aktivitas penilain secara independen di dalam suatu perusahaan atau kesatuan ekonomi, yang dilakukan oleh karyawan perusahaan atau kesatuan ekonomi tersebut dengan tujuan untuk melakukan review akuntansi, keuangan dan operasi lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan yang bersifat produktif dan konstruktif  bagi pimpinan perusahaan ”. 
       (1999 :17)
Alternatif yang paling  mungkin, tentu saja harus adanya suatu bagian tertentu yang melaksanakan pemeriksaan intern setiap saat terhadap efisiensi dan efektivitas struktur pengndalian intern. 

2.1.3 Jenis Pemeriksaan Intern
Menurut Sukrisno Agoes, dalam bukunya “Auditing” meninjau dari luasnya pemeriksaan audit dapat dibedakan atas :
1. General Audit (pemeriksaan umum)

2. Special Audit (pemeriksaan khusus)                                                  (1999 :5)
Dari uraian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.  General Audit (Pemeriksaan umum)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan public dan memperhatikan kode etik akuntan independen yang telah disyahkan oleh IAI.
2.  Special Akuntan (Pemeriksaan khusus)
Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan audit) yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dan pada akhirnya pemeriksa atau auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan terbatas.

Menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya “Auditing”, ditinjau dari jenis pemeriksaan  audit dapat dibedakan :

1. Manajemen Audit (Operational Audit)

2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit) 

3. Pemeriksan Internal (Internal Audit)
4. Komputer Audit (Computer Audit)







(1999 : 6)

Dari uraian di atas bahwa jenis audit adalah :
1.  Manajemen Audit (Operational Audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasi yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan ecara efektif, efisien dan ekonomis.

Audit prosedur yang dilakukan pada suatu manajemen audit tidak seluas audit prosedur yang dilakukan pada suatu general audit, karena lebih ditekankan pada evaluasi terhadap operasi perusahan.

Biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup :

· Analytical review procedur, yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan realisasinya.

· Evaluasi atas management control system yang terdapat di perusahaan. Tujuannya antara lain untuk menilai efektivitas dari Sistem Pengendalian Intern yang memadai dalam perusahaan, untuk menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayainya data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan. 
· Compliance test (pengujian ketaatan), yaitu untuk menilai efektifitas dari sistem pengendalian intern dengan melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti-bukti  pembukuan, sehingga dapat diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan manajemen perusahaan. 

2.  Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan–kebijakan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen,dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bank Indonesia). Pemeriksaan dapat dilakukan baik oleh kantor akuntansi publik maupun bagian internal audit.

3.   Pemeriksaan intern (Internal audit) 

Pemeriksaan internal yang dilakukan oleh bagian intern perusahaan terhadap laporan keuangan dan internal akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Komputer Audit (Computer Audit)
Pemeriksaan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Elektronic Data Processing) sistem.

 2.1.4
Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern 

Tujuan dari pemeriksaan intern adalah untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, dengan memberikan analisis, penilaian, rekomondasi dan komentar yang objektif mengenai kegiatan yang telah direview. Internal auditor berhubungan dengan kegiatan usaha, dimana auditor dapat memberikan pendapatnya kepada manajemen.
Ruang lingkup pelaksanaan audit intern, mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern dari perusahaan yang bersangkutan dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang harus diaudit diarahkan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris  yang meliputi sebagai berikut :

1. Penilaian kecukupan  sistem pengendalian intern

Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai sejauh mana sistem yang telah diterapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dari sasaran perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

2. Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern 

Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pemeriksaan intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan.

3. Penilaian kualitas kerja

Pemerikasaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. 
Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing,” manyatakan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan intern adalah :
1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.

2. Penentuan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan  manajemen puncak dipatuhi.

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.

4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.

5. Memberikan rekomondasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. 

           (2002 : 211) 
2.1.5
Tanggung Jawab dan Wewenang Pemeriksaan Intern

Tanggung jawab dan wewenang pemeriksaan intern harus disetujui oleh manajemen dan diterima oleh Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan  tugas departemen pemeriksaan intern, merinci ruang lingkup pekerjaannya serta menyatakan bahwa pemeriksaan intern harus independen.
Pemeriksaan intern bukan merupakan kegiatan untuk mencari kesalahan terhadap perusahaan yang diauditnya, melainkan sebagai mitra manajemen dalam mencapai efektivitas struktur pengendalian intern. Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” adalah :

“Tanggung jawab auditor dikomunikasikan kepada lingkungan masyarakat pemakai jasanya melalui laporan audit.” 
      (1998:408)
Selanjutnya dikemukakan oleh Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu”, adalah :

“Auditor intern bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah struktur pengendalian intern perusahaan telah dirancang dan berjalan efektif dan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.” 
      (1999:757) 
Dari uraian di atas jelaslah bahwa tanggung jawab dan wewenang pemeriksaan intern yang utama adalah :

1. Memberikan informasi dan nasehat kepada manajemen untuk menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh institut internasional auditor.

2. Efektivitas struktur pengendalian intern secara wajar.

3. Mengefektifkan laporan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan.

4. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dengan orang lain sehingga dapat mencapai tujuan pemeriksaan dan tujuan organisasi.  

2.1.6
Tingkat Independensi dan Objektivitas Pemeriksaan Intern

Kedudukan pemeriksaan intern dalam suatu organisasi adalah penting, terutama untuk menjalankan adanya independensi dalam pemeriksaan intern, agar pemeriksaan dapat terlaksana secara efektif. Fungsi pemeriksaan intern harus independensi dari aktivitas pihak yang diperiksa.

Pemeriksaan intern harus bersifat mandiri dan tidak terkait dengan berbagai kegiatan yang akan diperiksa. Pemeriksaan intern baru dapat dianggap mandiri jika dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian pemeriksaan intern dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tidak didasari oleh suatu prasangka dimana sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan pemeriksaan intern yang tepat.

Independensi dan objektivitas merupakan hal yang sangat penting dalam profesi akuntansi publik. Profesi ini timbul karena adanya kebutuhan masyarakat, khususnya perusahaan dalam menentukan pihak yang dapat dipercaya dalam menilai kewajaran informasi keuangan yang diberikan manajemen dalam suatu laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan perusahan tersebut. Maka profesi akuntan publik harus mempertahankan independensi dan objektivitasnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam melaksanakan pekerjaan auditnya.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi lebih banyak ditentukan oleh faktor dari luar pemeriksaan itu sendiri, sedangkan objektivitasnya lebih banyak bersumber dari dalam diri pemeriksa intern sendiri. 
2.1.7 Program dan Pelaksanaan Pemeriksaan intern

Program pemeriksaan adalah rencana prosedur pemeriksaan secara tertulis yang akan dilaksanakan oleh auditor. Dalam melaksanakan program pemeriksaan seorang auditor hendaknya bersikap fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi pada saat melaksanakan pemeriksaan serta tidak akan mewakili inisiatif pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya.

Selama pemeriksaan yang berlangsung, program pemeriksaan hendaknya dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang berlaku serta program pemeriksaan harus dibuat secara singkat, jelas dan dapat dimengerti oleh para intern (pembantu auditor), pelaksanaan pemeriksaan intern yang merupakan pedoman kerja pemeriksaan intern. Menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu” menyatakan bahwa program audit yaitu :

“Intruksi terinci untuk mengumpulkan bahwa bukti menyeluruh satu bidang audit atau seluruh audit, program audit selalu mencakup prosedur audit dan juga dapat meliputi besar sampel, pos atau unsur yang di pilih, serta saat pelaksanaan pengujian.” 
    (1999 : 821)
Dan dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Auditing”, adalah :  

“Program pemeriksaan merupakan suatu alat yang bermanfaat dalam menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit.” 
    (2002 : 104) 
Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa program pemeriksaan intern merupakan suatu fasilitas dalam mengumpulkan bukti-bukti audit, penetapan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan audit yang mencakup prosedur-prosedur audit.

2.1.8
Pemeriksaan Intern Gaji 

Pemeriksaan intern dalam hubungannya dengan struktur pengendalian intern gaji adalah meliputi semua aspek yang berkaitan dengan gaji. Pengaruh pemeriksaan intern dalam hal ini berupa evaluasi terhadap struktur pengendalian intern gaji yang ada sehingga hasil evaluasi ini dapat diketahui mengenai kuat dan lemahnya suatu struktur pengendalian intern gaji yang diterapkan oleh perusahaan. Prosedur pemeriksaan intern dalam menunjang efektivitas struktur pengendalian intern gaji, seperti yang dikemukakan oleh Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu”, adalah :
Tujuan audit adalah :

1. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara aktual dilaksanakan  pegawai non fiktif

2. Transaksi yang ada telah dicatat 
3. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan tingkat upah yang semestinya : pemotongan dihitung dengan semestinya (akurat)

4. Transaksi penggajian diklasifkasikan dengan memadai (klasifikasi)

5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu)
6. Transaksi penggajian dimasukan dalam berkas induk penggajian dengan semestiny dan diihtisarkn dengan benar .            
           (1999 :540)
2.2 Efektivitas
Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha atau tindakan ataupun hal yang berlakunya, seperti yang dikemukakan oleh Arens  and Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu” adalah sebagai berikut :

“Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.” 
      (1999:765)
Sedangkan menurut Supriyono dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen” menyatakan bahwa :
“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu  pusat tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapai, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut”.
 (2000 :29)

Pada umumnya efektivitas selalu berhubungan  dan dipadukan dengan efisiensi yang merupakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Unit organisasi  yang efisien belum tentu efektif, karena meskipun unit tersebut menghasilkan sejumlah keluaran dengan menggunakan masukan yang minimal atau menghasilkan keluaran terbanyak belum tentu mencapai tujuan organisasi yang maksimal, unit tersebut menjadi kurang aktif atau dengan kata lain efektivitasnya kurang memadai.
2.3 Struktur Pengendalian Intern 
Perkembangan perusahaan membawa resiko pada komplek permasalahan yang juga berkembang, sehingga kadang-kadang membawa dampak bagi manajemen dalam mengatasi permasalahan. Untuk itu diperlukan adanya usaha yang lebih keras dan pemahaman yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi permasalahan yang ada dalam perusahaan.
Penyusunan dan penyelenggaraan struktur pengendalian intern merupakan tanggung jawab penting bagi manajemen  untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha akan tercapai. Struktur pengendalian intern terus menerus memerlukan supervisi dari manajemen untuk memenuhi apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki dan diubah semestinya sesuai dengan perubahan kondisi yang dihadapinya. Karena penyusunan dan penyelenggaran struktur pengendalian  intern merupakan tanggung jawab manajemen, maka manajemen harus memiliki pandangan dan sikap yang profesional untuk menunjukan atau meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapainya. Sikap dan pandangan tersebut dinyatakan dalam kesibukan manajemen untuk selalu melihat , meneliti  menganalisis dan mengambil keputusan atas laporan-laporan yang telah diterima. 
Menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya “Auditing” mengemukakan :

“ Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.” 
        (1999:57)
Sedangkan menurut Krismiaji dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” menyatakan bahwa struktur pengendalian intern adalah :

“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.
    (2002 : 218)  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan  perencanaan dan metode guna menghasilkan informasi dari hasil  pengujian yang dilakukan suatu unit organisasi dibutuhkan pemahaman tentang struktur pengendalian intern yang memadai. 
Maka untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan adanya suatu alat pengendalian intern yang dapat mengendalikan dan mengarahkan berbagai aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Alat pengendalian tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu pengendalian intern.

2.3.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Penyusunan dan penyelenggaraan struktur pengendalian intern merupakan tanggung jawab perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk itu pandangan dan sikap yang profesional untuk memajukan atau meningkatkan hasil yang ingin dicapai terkandung dalam definisi struktur pengendalian intern itu sendiri. 

Perkembangan perusahaan membawa resiko pada komplek permasalahan yang juga berkembang, sehingga terkadang membawa dampak bagi manajemen dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni perlunya usaha yang lebih keras lagi untuk mengendalikan dan mengatasi permasalahan yang ada dalam perusahaan. Dalam hal ini akan diuraikan definisi struktur pengendalian intern menurut para ahli diantaranya adalah :
Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi ”yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, menyatakan bahwa :

“Struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan–tujuan perusahaan dapat tercapai”.









      (2000:174)
Sedangkan menurut Abdul Halim dalam bukunya Auditing 1 “Dasar-Dasar Audit laporan Keuangan”, struktur pengendalian intern sebagai berikut :
“Struktur pengendalian intern merupakan suatu usaha terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur yang diterapkan  untuk memberikan keyakinan ( assurance) memadai bahwa tujuan tentang satuan usaha dapat tercapai.” 
      (2001:189)
Menurut buku Standar Profesional Akuntansi Publik, menyatakan pengertian struktur pengendalian intern adalah :
“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang penerapan tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

      (IAI, 2002 :319.2) 
Perkembangan perusahaan membawa resiko pada komplek permasalahan yang juga berkembang, sehingga terkadang membawa dampak bagi manajemen dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni perlunya usaha yang lebih keras lagi untuk mengendalikan dan mengatasi permasalahan yang ada dalam perusahaan. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi di atas mengemukakan hal yang sama mengenai struktur pengendalian intern, yaitu bahwa struktur pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang  diterapkan untuk mencapai tujuan. 

2.3.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern
Tujuan struktur pengendalian intern sebenarnya sudah tersirat dalam pengertian pengendalian intern itu sendiri, terutama ditinjau dari sudut keputusan manajemen merancang pengendalian intern yang memadai untuk dapat mencapai tujuan.
Menurut Mulyadi dalam buku “Sistem Akuntansi” mengemukakan manajemen merancang struktur pengendalian intern yang efektif dengan 4 tujuan yang pokok, yaitu ;

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

3. Mendorong efisiensi

4. Mendorong dipatuhinya kebijkan manajemen            
                            (2001 : 163)
Dari hal di atas dapat diuraikan tujuan pokok dari struktur pengendalian intern yang efektif :

1. Menjaga kekayaan perusahan

Struktur pengendalian intern merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan, pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

a. Harus dipisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasional adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melakukan suatu kegiatan misal pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2.    Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi    

Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas otorisasi oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pambagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Mendorong Efisiensi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak
 diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak akan dapat menetapkan pertanggung jawaban terlaksananya transaksi.
b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit), pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain, sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, maka setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independen pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan yang terjadi dapat dihindari. 
e. Kaharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan diharapkan dapat diungkapkan oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut.

f. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya secara periodik harus diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan tersebut.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf pemeriksa intern. Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, satuan pengawas intern ini harus melaksanakan fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi, serta harus bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak (direktur utama). Adanya satuan pengawas intern dalam perusahaan akan menjamin efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang baik, umumnya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh :
a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaan. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.  
2.3.3 Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern
Struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi suatu perusahaan  berbeda  dengan perusahaan lainnya, namun pada dasarnya akan berjalan dengan baik apabila terdapat unsur-unsur yang merupakan dasar untuk terciptanya suatu struktur pengendalian intern yang memadai.

Menurut La Midjan dalam bukunya Sistem informasi Akuntansi yang berjudul “Pendekatan Manual, Penyusunan Metode dan Prosedur,” unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari :
1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan pekerjaan.

2. Pemberian wewenang dan prosedur pencatatan.

3. Pelaksanaan yang wajar.

4. Kualitas pegawai.

5. Pengawasan intern

      (2001 : 60) 
Berikut uraian singkat setiap unsur-unsur struktur pengendalian intern :
1. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi dan pekerjaan. Dengan adanya pemisahan fungsi yang menggambarkan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab, akan memudahkan untuk menciptakan kegiatan internal cek (uji coba) dengan tepat.

2. Pemberian wewenang dan prosedur pencatatan

Salah satu cara untuk mengendalikan harta, hutang, pendapatan dan biaya adalah pemberian wewenang dengan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan yang wajar

Dalam hal ini sistem dan prosedur yang telah ditetapkan  seharusnya ditaati oleh setiap petugas dalam perusahaan. Pemisahan fungsi diantara berbagai petugas tersebut jika tidak tepat sering menjadi penghalang, sehingga menghambat berbagai kegiatan. Kerjasama perlu dikembangkan tetapi pada garis-garis yang telah ditetapkan sehingga tidak mengarah pada kerjasama yang tidak sehat dan merugikan perusahaan.

4. Kualitas pegawai

Sistem pengendalian intern hanya akan berfungsi apabila petugas yang melaksanakan tugasnya memiliki kecakapan berdasarkan pengalaman dan pendidikan dengan kualitas yang sesuai dengan tugasnya.
5. Pengawasan internal

Bagian pengawasan intern selain untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan antara lain melalui pemeriksaan fisik, mengevaluasi peraturan-peraturan yang berlaku, juga menilai apakah sistem dan prosedur yang  berjalan masih sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya dan situasi serta kondisi yang berkembang saat ini. 

2.3.4 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern
Suatu perusahaan memiliki pengendalian intern yang baik, tetapi pengawasan untuk pengendalian intern tersebut masih diperlukan. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa tujuan pengendalian intern akuntansi yang sehat dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern tersebut. Menurut La Midjan dalam bukunya Sistem Informasi akuntansi yang berjudul “Pendekatan Manual Penyusunan Metode dan Prosedur”, keterbatasan pengendalian adalah :

1. Persekongkolan (colution)

2. Biaya 

3. Kelemahan sumber daya.     




      (2001 : 68)
Uraian :

1. Persekongkolan akan menghancurkan pengendalian intern yang bagaimanapun baiknya. Prosedur dapat berjalan seperti biasanya, tetapi keamanan harta, catatan perusahaan tidak dapat di pertanggung jawabkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan diragukan keandalannya. Hal ini dapat dihindarkan dengan diadakannya pergantian tugas atau mengadakan pemeriksaan secara mendadak. Meskipun demikian, pengendalian intern belum tentu menjamin bahwa persekongkolan tidak akan terjadi.
2. Suatu perusahaan membuat suatu pengendalian intern yang sangat baik, sehingga kesalahan dalam penyimpangan tidak akan terjadi. Tetapi untuk membuat dan memelihara pengendalian intern yang demikian memerlukan biaya yang lebih besar daripada keuntungan yang didapat dari hilangnya kesalahan dan penyimpangan  itu sendiri. Oleh kerena itu harus dipertimbangkan mengenai biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang akan didapat dari struktur pengendalian intern.

3. Kelemahan manusia dapat berupa kelelahan, jemu atau bosan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara rutin, oleh karena itu kelemahan manusia akan berpengaruh dalam melaksanakan prosedur pengendalian intern tersebut.

Menurut buku Standar Profesional Akuntansi Publik, pengendalian intern memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu :
“Keterbatasan potensial struktur pengendalian intern satuan usaha ditentukan oleh kendala yang melekat didalamnya. Kesalahan penerapan kebijakan dan prosedur mungkin timbul dari pertimbangan kurang hati-hati, kurang perhatian dan lelah, lebih lanjut kebijakan dan prosedur yang memerlukan pemisahan tugas dapat hilang keampuhannya jika terjadi persekongkolan, baik antara orang-orang dalam perusahaan ataupun dengan pihak luar perusahaan tersebut, atau jika manajemen melanggar kebijakan dan prosedur yang ada.” 
                 (IAI, 2002 : 319.2) 
Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pengendalian yang dilaksanakan secara efektif dan efisisen masih saja ada keterbatasan yang melekat. Keterbatasan tersebut bisa diakibatkan lemahnya sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam melaksanakan pengendalian intern.

2.3.5 Karakteristik Struktur Pengendalian Intern
Supaya struktur pengendalian intern memadai maka harus memperhatikan unsur-unsur yang membentuk struktur pengendalian intern tersebut, kerakteristik yang memadai adalah terpenuhinya unsur-unsur yang membangun struktur pengendalian intern itu sendiri. Apabila terjadi penambahan unsur hanya merupakan pengembangan saja, terkadang pengembangan itu lebih ditujukan untuk memperjelas atau menekankan unsur di dalam karakteristik pengendalian intern tersebut.
Karakteristik struktur pengendalian intern yang memadai untuk menilai efektif tidaknya struktur pengendalian intern, dikemukakan oleh Arens dan Loebecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu”, adalah :

1. Pemisahan tugas yang cukup

2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas

3. Dokumen dan catatan yang memadai

4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan

5. Pengecekan independen atas pelaksanaan                                (1999 : 264)
Berdasarkan uraian di atas, menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” menyatakan sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat atau terjadi yaitu dengan adanya kriteri-kriteria:

1. Sah

2. Telah diotorisasi

3. Telah dicatat

4. Telah dinilai secara wajar

5. Telah digolongkan secara wajar

6. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya

7. Telah dimasukan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar 
     (2002 :189)
2.4 Struktur Pengendalian Intern Gaji

Kebanyakan struktur pengendalian intern gaji sangat terstruktur dan dikendalikan dengan baik, untuk mengendalikan biaya gaji yang dikeluarkan dan untuk meminimalisasi keluhan pegawai dan ketidak puasan. Gaji merupakan istilah-istilah yang sering dipergunakan untuk mendefinisikan imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan dari suatu perusahaan sebagai ganti rugi atau pembayaran atas suatu prestasi yang telah diberikannya, suatu imbalan atas kerja atau pekerjaan yang telah dilaksanakannya pada perusahaan yang bersangkutan demi kepentingan perusahaan tersebut. 

Maka untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan adanya suatu alat pengendalian intern yang dapat mengendalikan dan mengarahkan berbagai aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Alat pengendalian tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu pengendalian intern.

Bagi karyawan, mereka tidak hanya memperhatikan jumlah uang yang diterimanya, tetapi berapa jumlah barang atau pelayanan yang dapat mereka beli dengan gaji yang diterimanya. Namun demikian perusahaan jarang mengamati adanya perhatian bagi karyawan yang mengeluh, seringnya karyawan yang terlambat hadir, terjadinya tuntutan kenaikan gaji atau terjadinya pemogokan kerja. Semua itu merupakan kejadian-kejadian yang nyata yang dapat kita lihat disebabkan karena kurangnya efektif dan efisien suatu struktur pengendalian intern gaji dan atas pemberian balas jasa yang dapat mengakibatkan berbagai hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan.

Struktur pengendalian intern gaji sangat diperlukan khususnya pada perusahaan menengah dan besar yang memperkerjakan karyawan atau pegawai dan buruh yang cukup banyak, untuk mengatasi hal-hal tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

1. Gaji merupakan bagian penting dalam unsur biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan karenanya perlu diperhatikan efektif dan efisiennya serta merupakan sebagian besar dari jumlah biaya tetap pada perusahaan jasa atau industri termasuk keuangan.

2. Pengeluaran biaya gaji yang besar oleh perusahaan sehingga perlu disusun struktur pengendalian intern gaji dan struktur administrasinya.

3. Pegawai atau karyawan, menerima gaji terdiri dari berbagai manusia yang memiliki berbagai sifat, karenanya  perlu diperhatikan oleh perusahaan secara terus menerus mengenai kehadirannya (absensi) aktivitas kerja dan lain-lain, dalam rangka mencapai efektivitas kerja dan struktur pengendalian intern gaji perusahaan.


Dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur pengendalian intern gaji yang memadai adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pemisahan fungsi baik antara fungsi pencatatan, fungsi akuntansi gaji serta fungsi pembayaran gaji.

2. Terdapat verifikasi intern yang dilakukan oleh bagian yang independen.

3. Adanya pelaksanaan yang kompeten dengan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

4. Adanya dokumentasi dan catatan yang lengkap dan memadai.

5. Adanya prosedur yang memadai.

6. Terdapatnya pengendalian fisik atas aktiva dan harta perusahaan.   
2.4.1 Pengertian Gaji

Gaji merupakan salah satu unsur biaya operasi yang jumlahnya sangat signifikan pada perusahan dan juga menyangkut jumlah pegawai yang banyak. Selain itu juga gaji sangat erat hubungannya dengan sasaran operasi semua bagian usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut “kamus besar bahasa Indonesia”, gaji diartikan sebagai :
“Balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu”.
     (2002 :327)

Sedangkan dalam buku “Human Resource Management” (manajemen sumber daya manusia) ditulis oleh Barry Cushway, alih bahasa Paloepi Tyas Rahadjeng. Menyatakan ;
“Gaji pokok adalah jumlah yang disetujui secara kontrak untuk suatu pekerjaan. Ini adalah jumlah yang dapat diharapkan oleh individu untuk diterima secara teratur dengan mengabaikan kinerja.”
 
     (2002 :162)

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada pekerja atau karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau diberikan. 

2.4.2 Prosedur Struktur Pengendalian Intern Gaji
Sebagai hal yang harus diperhatikan didalam menciptakan pengendalian intern adalah prosedur yang memadai. Dari prosedur yang ada baru dapat membentuk unsur-unsur pengendalian intern yang lainnya. 
Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Pemeriksaan Akuntansi” adalah :

“Sistem akuntansi gaji digunakan untuk melaksanakan perhitungan dan pembayaran bagi karyawan yang harus dibayar tetap bulanan.”

      (1997 : 31)

Dalam prosedur gaji minimal harus melibatkan beberapa bagian dan prosedur yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Bagian personalia

a. Bagian personalia melaksanakan fungsi yang diperlukan untuk menempatkan para karyawan dan fungsi lainnya, misalnya merekrut, mewawancarai, memproses dan sebagainya.

b. Bagian personalia menyampaikan laporan dan data statistik kepegawaian kepada pimpinan perusahaan sebagai berikut ;

· Statistik penggantian karyawan

· Statistik pemberhentian karyawan

· Jumlah gaji yang dibayarkan

· Tersedianya karyawan menurut keterangan

c. Bagian personalia menggunakan formulir-formulir :

· Surat permintaan karyawan

· Daftar riwayat hidup yang harus diisikan oleh setiap karyawan

· Surat pengangkatan karyawan yang dikeluarkan oleh bagian personalia

· Surat pemberhentian pembayaran gaji

d. Bagian yang bertanggung jawab untuk menempatkan karyawan, harus menghubungi kebagian personalia dengan lisan , telepon, atau dengan mengisi formulir permintaan karyawan. Dalam formulir ini antara lain harus ditulis beberapa karyawan yang dibutuhkan, keterangan dan kapan akan dipekerjakan.
2.  Prosedur perhitungan gaji
Perincian kegiatan menghitung gaji dikemukakan La Midjan dan Azhar Susanto dalam bukunya  “Sistem Informasi Akuntasi I,”sebagai berikut :

1. Mengumpulkan catatan waktu hadir masing-masing karyawan.

2. Mengumpulkan data-data untuk menghitung gaji yang didasarkan pada prestasi dan jumlah hasilnya diukur dengan banyaknya pekerjaan yang telah diselesaikan.

3. Menghitung tambahan yang lebih dicatat pada jumlah gaji yang telah dihitung berdasarkan waktu atau prestasi.

4. Menghitung gaji yang didasarkan data-data yang terkumpul, hal ini dapat dilaksanakan dengan cara antara lain mengalihkan waktu hadir atau jabatan serta prestasinya.

5. Menghitung potongan-potongan dari gaji yang telah dihitung, ada banyak macam potongan , seperti : PPh pasal 21, tunjangan hari tua dan sebagainya.

                (1999 : 273)  
3.  Prosedur pencatatan jam hadir

Prosedur pencatatan waktu hadir dalam perusahan yang menengah dan besar adalah :

a Pencatatan waktu hadir periode yang lalu kemudian membagikan kartu untuk periode yang akan datang.

b Pencatatan waktu mengecek bagian-bagian mengenai :

· Perhitungan karyawan

· Apakah karyawan telah mengisi daftar absensi

· Kebenaran tarif gaji tiap karyawan sesuai dengan pekerjaan dan   jabatannya.

c Menghitung jam kerja dan menjumlahkan jumlah kehadiran.

d Mencocokan daftar absensi dan waktu kerja menurut kartu gaji.

e Melaporkan waktu kerja kebagian gaji.

f Memperoleh penjumlahan gaji yang diterapkan dimuka.

4.  Prosedur pencatatan waktu kerja

Yaitu penjumlahan jam kerja menurut bagian dimana karyawan itu bekerja. Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan baik difungsi produksi atau pelayanan jasa untuk distribusi biaya gaji karyawan kepada yang mendapatkan jasa karyawan tersebut. Dalam mencatat waktu kerja karyawan harus diambil tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Membagikan kartu kerja kepada karyawan.

b. Mengawasi langsung para karyawan yang sedang bekerja beberapa kali sehari atau seminggu tergantung situasinya.

c. Mencocokan waktu kerja dengan waktu hadir.

d. Mengumpulkan jam kerja sebenarnya untuk operasi yang dibandingkan dengan jam standar.

e. Angka produksi  dikalikan dengan angka jam kerja standar untuk memperoleh jam standar.

f. Menyusun laporan khusus untuk gaji yang dibayarkan.

5.   Prosedur pelaporan gaji. 
Setelah melakukan perhitungan dan pembayaran gaji yang disesuaikan dengan waktu hadir karyawan dan jam kerja, kemudian bagian personalia secara berkala menyerahkan laporan kepada pimpinan mengenai gaji. 
Laporan mengenai gaji meliputi laporan tahunan dan laporan bulanan. Seperti dikemukakan La Midjan dan Azhar Susanto dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi 1” , adalah sebagai berikut :
1.  Pemasukan dan berhentinya para karyawan (Statistic turn over)
2.  Statistik pemberhentian karyawan (termination statistic) dibagi dalam ;

a. Bila karyawan meminta berhenti atas kemauannya sendiri

b. Pengurangan karyawan karena perusahan mengurangi aktivitas baik secara masal maupun perorangan.

c. Pemecatan karyawan berhubungan dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Tarif upah dan gaji dalam perusahaan atau industri sejenisnya (industry wages rate) tarif gaji yang berlaku dalam perusahaan lainnya.

4. Tarif gaji lokal (local area wages rate) yaitu tarif gji setempat, tergantung dari kondisi atau kebijaksanaan pimpinan perusahaan setempat.

    (1999 : 262)

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam membuat laporan tentang jumlah pekerjaan yang selesai dilakukan oleh masing-masing karyawan dinilai dalam satuan nominal yang akan diberikan dalam bentuk upah dan gaji, dimana jumlah gaji ditentukan menurut prestasi dan jabatan diperusahaan tersebut.
2.5
Pengaruh Pemeriksaan Intern Terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Gaji


Penyusunan Pemeriksaan intern yang disusun oleh suatu perusahaan mempunyai peranan penting dalam menentukan efektivitas pengendalian intern dalam menunjang struktur pengendalian intern gaji. Dengan adanya pemeriksaan intern maka struktur pengendalian intern dapat terstruktur dan terorganisir.
Pengaruh pemeriksaan intern terhadap struktur pengendalian intern gaji sangat menentukan terhadap kelancaran manajemen perusahaan karena apabila pengelolaan pemeriksaan intern terhadap struktur pengendalian intern gaji berjalan baik maka akan menguntungkan perusahaan dan sebaliknya bila pengelolaannya kurang baik akan mengakibatkan kerugian. Hal ini terutama menyangkut kemungkinan terjadinya penggelapan, penyelewengan dan kecurangan atau pemborosan dalam penggajian akibat kurangnya efisiensi dan efektifitas yang memadai.
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